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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil  analisis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa waja 

sebagai bentuk sanksi adat yang terlebih kusus dalam hal perkawinan.telah 

diterapkan secara disiplin oleh masyarakat Watu Nay sehingga dapat 

membatasi berbagai bentuk pelanggaran terhadap perkawinan. Bentuk 

disiplindapat dilihat dari bagaimana penerapan waja di Watu Nay saat ini. 

Penerapan Waja yang dijalankan di Watu Nay yaitu waja secara 

langsung dan Waja tidak langsung. Waja  lansung dilakukan saat pihak 

perempuan atau laki-laki yang secara sah perkawinannya menurut adat 

namun tidak dapat dilanjutkan lagi. Maka untuk mengakhiri hubungan 

perkawinan ini dilakukan dengan Waja. Waja ini dilakukan dengan 

menyerahkan dua ekor kuda disertai nata rogho ne deka bhela sebagai 

simbol berakhirnya hubungan tersebut. Dalam upacara ini dengan 

menghadirkan tokoh adat sebagai saksi bahwa hubungan perkawinan tersebut 

telah sah berisah. 

       Waja tidak langsung yaitu Waja yang dilakukan dengan bahbo 

(peradilan adat). Waja yang dilakukan dengan babho karena adanya 

hubungan perkawinan yang dilakukan tanpa adanya sepengetahuan orang tua 

yang dalam bahasa adatnya mena ghewe zale ghewe. Dan hubungan seperti 

dapat diketahui setelah perempuan tersebut hamil. Dilakukan bahbo saat laki-

laki tidak mengakui perbuatannya atas kehamilan perempuan tersebut. Babho 
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akan dilakukan oleh tokoh adat hingga mendapat pengakuan serta tokoh adat 

akan memberikan saksi kepada laki-laki tersebut.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti ingin memberikan saran –saran 

yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam dunia 

hukum sebagai berikut: 

1. Penyelesaian waja yang dalam kaitannya dengan pemutusan perkawinan 

yang telah dilakukan secara turun temurun dalam masyarakat adat Watu 

Nay hendaknya dijadikan sebagai masukan positif .maka disarankan 

kepada para penegak hukum untuk tidak menganggap sepele dengan 

hukum yang hidup dalam masyarakat. 

2. Bagi masyarakat Watu Nay, disarankan untuk tetapmelestarikan  hukum 

yang telah hidup dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan 

sanksi adat waja sebagai pemutusan dalam hubungan perkawinan. 

3. Bagi tokoh adat Watu Nay, disarankan dalam pemberian sanksi harus 

bertambah pemberatanya terhadap sesorang yang melakukan 

pelanggaran secara berulang-ulang, sehingga tingkat kejeraanya lebih 

tinggi dan dapat menekan pelanggarannya. 

4. Bagi para akademisi, hendaknya mata kuliah hukum adat terus 

dipertahankan karena hukum adat adalah hukum  asli  bangsa yang hidup 

dan berakar dari dalam masyarakat . 
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